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PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

28 Agustus 2025



97/PUU-XXII/2024
UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

32/PUU-XXIII/2025
UU 10/2016 tentang perubahan kedua UU Pilkada

54/PUU-XXIII/2025
UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat

REKAPITULASI PUTUSAN

118/PUU-XXIII/2025
UU 39/2008 tentang Kementerian Negara, dan
UU 1/2025 tentang perubahan ketiga UU BUMN

Ditolak

Dikabulkan

Tidak dapat diterima dan Ditolak

Tidak dapat diterima

Dikabulkan
119/PUU-XXIII/2025
UU 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup 



120/PUU-XXIII/2025
UU 7/2017 tentang Pemilu

121/PUU-XXIII/2025
UU 11/2021 tentang perubahan UU Kejaksaan

REKAPITULASI PUTUSAN

124/PUU-XXIII/2025
UU 7/2017 tentang Pemilu, dan
UU 8/2015 tentang Pilkada

Ditolak

Tidak dapat diterima

Tidak dapat diterima

Tidak dapat diterima125/PUU-XXIII/2025
UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor

Tidak dapat diterima
126/PUU-XXIII/2025
UU 7/2017 tentang Pemilu, dan 
UU 8/2015 tentang perubahan UU Pilkada



127/PUU-XXIII/2025
UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan

128/PUU-XXIII/2025
UU 39/2008 tentang Kementerian Negara

129/PUU-XXIII/2025
UU 15/2019 tentang perubahan UU P3, dan
UU 24/2003 tentang MK

REKAPITULASI PUTUSAN
Tidak dapat diterima

Dikabulkan

Ditolak



Putusan Nomor 97/PUU-XXII/2024
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011)
Para Pemohon: 
Yayasan Dompet Dhuafa Republika, Forum Zakat, dan Arif Rahmadi Haryono

Ketentuan yang diuji: 
Pasal 5 ayat (1) UU 23/2011

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

Pasal 6 UU 23/2011
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf, c, dan huruf d UU 23/2011
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

Pasal 16 ayat (1) UU 23/2011
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat
membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan
swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan,
kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Pasal 17 UU 23/2011
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
masyarakat dapat membentuk LAZ.

a.
c.
d.

perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 
pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.



Putusan Nomor 97/PUU-XXII/2024
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011)
Ketentuan yang diuji: 

Pasal 18 ayat (2) huruf c dan huruf h UU 23/2011
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

Pasal 19 UU 23/2011
LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit
kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20 UU 23/2011
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 43 ayat (3) UU 23/2011
LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan
Undang-Undang ini.

Pasal 43 ayat (4) UU 23/2011
LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

c.
h.

mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Amar Putusan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Pertimbangan Hukum MK yang menjadi judicial order:
Agar dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan, pembentuk undang-undang merevisi UU
23/2011.



Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

Pemohon: 
Petrus Ricolombus Omba

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016

sebagaimana telah dimaknai Putusan MK 56/PUU-XVII/2019
Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
g. (i)

(ii)

(iii)

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena
pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana; dan 
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang; 



Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

Amar Putusan:
1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2.Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5898) sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11
Desember 2019, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai
“g. bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik

dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, harus
mengikuti ketentuan:
(i)

(ii)

mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana
bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan
terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud;
mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara
kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana
bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah
mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana;



Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

(iii)

(iv)

(v)

secara jujur terbuka dan mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya
tidak perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali
apabila wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan
dan/atau jenjang pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa
harus diulang kembali;
secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati dirinya
sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap kali mengikuti
pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:



Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

“g.bagi mantan terpidana, kecuali terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana
politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif
hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa, harus mengikuti ketentuan:
(i)

(ii)

mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara
5 (lima) tahun atau lebih harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana
bersyarat, dan/atau pidana percobaan, serta melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan
terpidana selesai/tuntas menjalani pidana dimaksud;
mantan terpidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara
kurang dari 5 (lima) tahun harus telah selesai/tuntas menjalani pidana baik pidana penjara, pidana
bersyarat, dan/atau pidana percobaan, namun tidak perlu melewati jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah mantan terpidana selesai/tuntas menjalani pidana;

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(iii
)

secara jujur terbuka dan mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan
terpidana kepada masyarakat melalui media massa, dan pada pemilihan umum berikutnya tidak
perlu mengulang pengumuman selama wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila
wilayah/daerah pemilihannya sama, kecuali apabila wilayah/daerah pemilihan dan/atau jenjang
pada pemilu berikutnya berbeda maka pengumuman melalui media massa harus diulang kembali;



Putusan Nomor 32/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

(iv)

(v)

secara jujur dan terbuka menyatakan/menyampaikan mengenai latar belakang jati
dirinya sebagai mantan terpidana kepada KPU/KIP sesuai dengan tingkatannya setiap
kali mengikuti pemilihan umum melalui aplikasi pencalonan; dan
bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”



Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011)
Para Pemohon: 
Muhammad Jazir dan Indonesia Zakat Watch
Ketentuan yang diuji: 

 Pasal 1 angka 7 UU 23/2011
Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan zakat secara nasional. 

 Pasal 1 angka 8 UU 23/2011
Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang
memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 

 Pasal 1 angka 9 UU 23/2011
Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh
BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. 

Pasal 6 UU 23/2011
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 23/2011
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: 
b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;



Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011)

Ketentuan yang diuji: 
Pasal 16 UU 23/2011

Pasal 17 UU 23/2011
Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. 

Pasal 22 UU 23/2011
Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 

Pasal 23 ayat (1) UU 23/2011
BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. 

Pasal 24 UU 23/2011
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat
membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada
tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota
diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Putusan Nomor 54/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011)
Ketentuan yang diuji: 

Pasal 28 ayat (1) UU 23/2011
Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial
keagamaan lainnya. 

Pasal 30 UU 23/2011
Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Hak Amil.

Pasal 31 UU 23/2011

Amar Putusan:
1.Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255) tidak dapat
diterima;

2.Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Hak Amil.
.Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



Putusan Nomor 118/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(UU 39/2008) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025)

Para Pemohon: 
Ilham Fariduz Zaman dan A. Fahrur Rozi

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 23 UU 39/2008

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

Pasal 27B UU 1/2025
Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

Pasal 56B UU 1/2025
Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:

a.
b.
c.

pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah.

a.

b.

anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan
badan usaha milik daerah; dan/atau
jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.

b.

anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya,
badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ataujabatan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 32/2009)

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 66 UU 32/2009

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut
secara pidana maupun digugat secara perdata. 

Para Pemohon: 
Leonardo Petersen Agustinus Turnip dan Jovan Gregorius Naibaho

Amar Putusan:
1.Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2.Menyatakan Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai:

“ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli,
dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.
Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan,
gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian
peradilan”.



Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 32/2009)

3.

4.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya;
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



Putusan Nomor 120/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (UU 7/2017)
Pemohon: 
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Amar Putusan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 

 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUUXXII/2024 
“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau
paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara
serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, 146 anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari
libur atau hari yang diliburkan secara nasional”

Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017
sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUUXXII/2024 

“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau
paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara
secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”



Putusan Nomor 121/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021)

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah: 
f. sehat jasmani dan rohani;

Pemohon: 
Anak Agung Ngurah Kharan Gustra Ananta

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 

 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUUXXII/2024 
“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau
paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara
serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, 146 anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari
libur atau hari yang diliburkan secara nasional”

Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017
sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUUXXII/2024 

“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau
paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara
secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”

Para Pemohon: 
Brahma Aryana, Arina Sa’yin Afifa, dan Muhammad Adam Arrofiu Arfah

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
(UU 8/2015



Putusan Nomor 124/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
(UU 8/2015

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015

sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 135/PUUXXII/2024 
Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat
2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden
diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota".

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 125/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999)

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 18 ayat (1) UU 31/1999

Pemohon: 
Iwan Ratman

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

(1)Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai
pidana tambahan adalah :
a.

b.

c.

d.

perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak
yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik
terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan
barang-barang tersebut; 
pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan harta benda yag
diperoleh dari tindak pidana korupsi; 
penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan
seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,
yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian
keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.



Putusan Nomor 126/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015)

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 1 ayat (1) UU 7/2017 

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon: 
Bahrul Ilmi Yakup, Iwan Kurniawan, Yuseva, dan Rio Adhitya

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



Putusan Nomor 127/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009)

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2009

Para Pemohon: 
Devi Ramadhani, Yanhar Mizam, Agung Ramadhan, Anandhita Sandryana, dan INSTITUSI KAJIAN
DEMOKRASI DECONSTITUTE

Amar Putusan:
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

(1)

(2)

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan
lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau
perseorangan warga negara Indonesia. 
Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan
pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.



Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008)

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 23 UU 39/2008

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

Pemohon: 
Viktor Santoso Tandiasa

Amar Putusan:
1.Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian;
2.Menyatakan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai

             Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

a.
b.
c.

pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah. 

a.
b.
c.

pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.



Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008)

3.

4.
5.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana
mestinya;
Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dissenting Opinion:
Dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan pada pokoknya dalam konteks
perkara a quo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 tetap perlu dipertahankan
sehingga tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan.

Selain itu juga dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan pada pokoknya menyatakan
Mahkamah Konstitusi seharusnya perlu menerapkan due process perkara pengujian undang-undang
yang bersifat deliberatif dan partisipatif dengan mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-
undang maupun dari para pihak yang terdampak.

Pertimbangan Hukum MK yang menjadi judicial order:
Agar dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan a quo diucapkan, pemerintah melakukan
penggantian jabatan yang dirangkap oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam
mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Putusan Nomor 129/PUU-XXIII/2025
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019)
dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003)

Ketentuan yang diuji: 
 Pasal 23 ayat (1) huruf b UU 15/2019

Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: 
b. akibat putusan Mahkamah Konstitusi; 

Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk: 

Pasal 11 UU 24/2003
“Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi
berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan
keterangan”

Para Pemohon: 
Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Putu Surya Permana Putra

Amar Putusan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

a.
b.

c.
d.

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
memutus pembubaran partai politik; dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 


